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PEDOMAN WAWANCARA 

 

KINERJA KPU DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PADA 

PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN BENGKULU UTARA 

TAHUN 2024 

 

 
      Informan:1. Komisaris Devisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat. 

                 2. Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi. 

                 3. Kasubbag Teknisi Penyelenggara Pemilu Partisipasi dan Hubungan Masyarakat. 

 

I. Waktu 

Hari/Tanggal : Kamis, 20 Maret 2025 

Tempat : Kantor KPU Kabupaten Bengkulu Utara  

II. Pertanyaan 

Indikator Pertanyaan 

 
 

 

 
 

 

        Kualitas 

1. Sejauh mana pelaksanaan sosialisasi dan kegiatan 

penyuluhan pemilih dilakukan sesuai dengan prosedur yang 

telah ditetapkan oleh peraturan KPU? 

2. Bagaimana KPU memastikan setiap tahapan kegiatan pemilu 

dijalankan sesuai dengan standar operasional prosedur 

(SOP)? 

3.  Apakah ada evaluasi rutin terhadap disiplin kerja staf dan 

penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan/desa? 

4. Bagaimana pengawasan dilakukan terhadap kehadiran, 

ketepatan waktu, dan komitmen petugas KPU dalam 

menjalankan tugas-tugasnya? 

5. Apakah KPU memberikan ruang dialog atau diskusi dengan 

masyarakat secara terbuka terkait penyelenggaraan Pilkada? 

6. Sejauh mana KPU memberikan kesempatan kepada 

masyarakat untuk menyampaikan masukan atau kritik 

selama masa sosialisasi Pilkada? 



                                                                                                                                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Kuantitas 

1. Apa saja program atau kegiatan sosialisasi yang telah 

dilaksanakan KPU Bengkulu Utara untuk 

meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada 2024? 

2. Berapa total kegiatan sosialisasi yang telah 

diselenggarakan oleh KPU selama masa tahapan 

Pilkada berlangsung? 

3. Apakah terdapat target jumlah kegiatan sosialisasi yang 

ingin dicapai? Jika ya, sejauh mana target tersebut telah 

terpenuhi? 

4. Berapa jumlah konten atau materi informasi (seperti 

poster, video, podcast, media sosial) yang telah 

diproduksi dan disebarluaskan kepada masyarakat? 

5. Berapa akun media sosial resmi yang dikelola KPU, dan 

seberapa sering konten terkait Pilkada diunggah setiap 

minggunya? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Kerjasama 

1. Bagaimana bentuk kerja sama yang dilakukan KPU 

Bengkulu Utara dengan pihak eksternal dalam upaya 

meningkatkan partisipasi pemilih? 

2. Apa saja instansi atau lembaga yang digandeng oleh 

KPU dalam proses sosialisasi Pilkada 2024? 

3. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam mendukung 

program kerja KPU terkait partisipasi pemilih? 

4. Apakah KPU melibatkan organisasi kepemudaan, tokoh 

masyarakat, atau lembaga pendidikan dalam kegiatan 

sosialisasi? Jika ya, bagaimana bentuk kolaborasinya? 

5. Adakah bentuk nota kesepahaman (MoU) atau 

perjanjian resmi dalam setiap kerja sama yang dijalin 

KPU? 

6. Bagaimana pelibatan relawan demokrasi (relasi) dalam 

mendukung kerja sama sosialisasi KPU? 

 

 



                                                                                                                                                               
 

TRANSKIP WAWANCARA 

 

KINERJA KPU DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PADA 

PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN BENGKULU UTARA 

TAHUN 2024 

 

 
      Informan:1. Komisaris Devisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat. 

                 2. Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi. 

                 3. Kasubbag Teknisi Penyelenggara Pemilu Partisipasi dan Hubungan Masyarakat. 

 

III. Waktu 

Hari/Tanggal : Kamis, 20 Maret 2025 

Tempat : Kantor KPU Kabupaten Bengkulu Utara  

IV. Pertanyaan 

Indikator Pertanyaan 

 

 

 

 
 

 

      
 

 

 
 

 

 

 
        Kualitas 

1. Sejauh mana pelaksanaan sosialisasi dan kegiatan 

penyuluhan pemilih dilakukan sesuai dengan prosedur yang 

telah ditetapkan oleh peraturan KPU? 

Jawaban: “Pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan pemilih 

telah kami lakukan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam 

Peraturan KPU dan UU No. 1 Tahun 2015. Kegiatan 

dilakukan secara berjenjang, melibatkan stakeholder, dan 

menyasar seluruh segmen pemilih. Kami juga memastikan 

setiap tahapan sosialisasi mengacu pada prinsip transparansi, 

akuntabilitas, serta non-diskriminatif sebagaimana 

diamanatkan dalam regulasi”. 

2. Bagaimana KPU memastikan setiap tahapan kegiatan pemilu 

dijalankan sesuai dengan standar operasional prosedur 

(SOP)? 

Jawaban: “KPU memastikan setiap tahapan pemilu sesuai 

SOP dengan mengacu pada PKPU dan pedoman teknis. 

Proses DPT dimulai dari coklit oleh Pantarlih hingga 

penetapan DPT dengan pengawasan dan partisipasi 

masyarakat. Pendaftaran calon dilakukan sesuai jadwal, 

melalui verifikasi administrasi dan faktual. Jika jumlah calon 

kurang dari dua, KPU membuka perpanjangan pendaftaran. 

Semua tahapan didokumentasikan dan dievaluasi secara 

berkala” 

 

 

3.  Apakah ada evaluasi rutin terhadap disiplin kerja staf dan 

penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan/desa? 

Jawaban: “Ya, evaluasi rutin dilakukan secara berkala oleh 

KPU melalui monitoring langsung, laporan berkala, dan 

rapat koordinasi. Fokus evaluasi meliputi kedisiplinan, 

kepatuhan terhadap SOP, serta kinerja dalam menjalankan 

tahapan pemilu di tingkat kecamatan dan desa”. 

4. Bagaimana pengawasan dilakukan terhadap kehadiran, 



                                                                                                                                                               
 

ketepatan waktu, dan komitmen petugas KPU dalam 

menjalankan tugas-tugasnya? 

Jawaban: “Pengawasan dilakukan melalui absensi harian, 

supervisi langsung, serta evaluasi kinerja secara periodik. 

Ketepatan waktu dan komitmen petugas juga dipantau lewat 

laporan kerja, rekap kehadiran, dan koordinasi rutin antar 

jenjang”. 

5. Apakah KPU memberikan ruang dialog atau diskusi dengan 

masyarakat secara terbuka terkait penyelenggaraan Pilkada? 

Jawaban: “Ya, KPU menyediakan ruang dialog terbuka 

melalui forum sosialisasi, audiensi, dan kegiatan tatap muka 

seperti FGD atau rembuk warga, guna mendengar aspirasi 

dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pilkada”. 

6. Sejauh mana KPU memberikan kesempatan kepada 

masyarakat untuk menyampaikan masukan atau kritik 

selama masa sosialisasi Pilkada? 

Jawaban: “KPU memberi ruang bagi masyarakat untuk 

menyampaikan masukan dan kritik melalui media sosial 

resmi, layanan pengaduan, forum sosialisasi, serta kegiatan 

tatap muka. Semua masukan dicatat dan dijadikan bahan 

evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan Pilkada”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Kuantitas 

1. Apa saja program atau kegiatan sosialisasi yang telah 

dilaksanakan KPU Bengkulu Utara untuk meningkatkan 

partisipasi pemilih pada Pilkada 2024? 

Jawaban: “KPU Bengkulu Utara melaksanakan sosialisasi 

melalui roadshow ke desa, pemasangan alat peraga, 

sosialisasi di sekolah dan kampus, kampanye digital di media 

sosial, kerja sama dengan media lokal, serta penyuluhan 

lewat tokoh masyarakat dan perangkat desa. 

2. Berapa total kegiatan sosialisasi yang telah diselenggarakan 

oleh KPU selama masa tahapan Pilkada berlangsung? 

Jawaban: “KPU Bengkulu Utara telah menyelenggarakan 

sekitar 30–35 kegiatan sosialisasi secara aktif selama seluruh 

tahapan Pilkada 2024, meliputi roadshow desa, forum 

edukasi, kampanye digital, dan penyuluhan di wilayah 

terpencil”. 

3. Apakah terdapat target jumlah kegiatan sosialisasi yang ingin 

dicapai? Jika ya, sejauh mana target tersebut telah terpenuhi? 

Jawaban: “Ya, KPU Bengkulu Utara menetapkan target 40 

kegiatan sosialisasi untuk seluruh tahapan Pilkada 2024. 

Hingga saat ini, telah terlaksana sekitar 30–35 kegiatan, yang 

berarti pencapaiannya sudah 75–87,5 % dari target”. 

4. Berapa jumlah konten atau materi informasi (seperti poster, 

video, podcast, media sosial) yang telah diproduksi dan 

disebarluaskan kepada masyarakat? 

Jawaban: “KPU Bengkulu Utara telah memproduksi dan 

menyebarkan sekitar 120–140 konten sosialisasi, berupa 

poster, video, podcast, dan materi digital di media sosial 

untuk mendukung partisipasi pemilih pada Pilkada 2024”. 

5. Berapa akun media sosial resmi yang dikelola KPU, dan 



                                                                                                                                                               
 

seberapa sering konten terkait Pilkada diunggah setiap 

minggunya? 

Jawaban: “KPU Bengkulu Utara mengelola satu akun media 

sosial resmi, yaitu Instagram @kpu_bengkulu_utara, dan 

secara rutin mengunggah 2–3 konten terkait Pilkada setiap 

minggunya”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Kerjasama 

1. Bagaimana bentuk kerja sama yang dilakukan KPU 

Bengkulu Utara dengan pihak eksternal dalam upaya 

meningkatkan partisipasi pemilih? 

Jawaban: “Bentuk kerja sama yang dilakukan KPU 

Bengkulu Utara meliputi kolaborasi dengan pemerintah 

daerah, Bawaslu, tokoh masyarakat, organisasi 

kepemudaan, media massa, dan lembaga pendidikan. 

Kerja sama ini dilakukan dalam bentuk sosialisasi 

bersama, penyebaran informasi, pelibatan relawan 

demokrasi, serta pemanfaatan media lokal dan digital 

untuk menjangkau pemilih secara lebih luas”. 

2. Apa saja instansi atau lembaga yang digandeng oleh 

KPU dalam proses sosialisasi Pilkada 2024? 

Jawaban: “KPU Bengkulu Utara bekerja sama dengan 

KPID, Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan, LSM, dan 

media lokal dalam sosialisasi Pilkada 2024. Kolaborasi 

ini mencakup penyiaran informasi, pengawasan konten, 

pengamanan tahapan, serta edukasi publik untuk 

meningkatkan partisipasi pemilih”. 

3. Apakah KPU melibatkan organisasi kepemudaan, tokoh 

masyarakat, atau lembaga pendidikan dalam kegiatan 

sosialisasi? Jika ya, bagaimana bentuk kolaborasinya? 

Jawaban: “Ya, KPU Bengkulu Utara melibatkan 

organisasi kepemudaan, tokoh masyarakat, dan lembaga 

pendidikan dalam sosialisasi. Kolaborasi dilakukan 

melalui forum diskusi, penyuluhan di sekolah dan 

kampus, pelibatan relawan demokrasi, serta kegiatan 

tatap muka di komunitas lokal untuk menyampaikan 

informasi pemilu secara langsung dan partisipatif”. 



                                                                                                                                                               
 

4. Adakah bentuk nota kesepahaman (MoU) atau 

perjanjian resmi dalam setiap kerja sama yang dijalin 

KPU? 

Jawaban: “Ya, KPU Bengkulu Utara menjalin MoU 

atau perjanjian resmi dengan mitra strategis  seperti 

Bawaslu, KPID, Kepolisian, dan Kejaksaan untuk 

mengatur kerjasama dalam sosialisasi, pengawasan 

konten, dan pengamanan tahapan Pilkada 2024”. 

 

 



                                                                                                                                                               
 

                                    SURAT KEPUTUSAN UJIAN SKRPSI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



                                                                                                                                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                                                                                                               
 

                                               SURAT IZIN PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                               
 

                                      SURAT SELESAI PENELITIAN                  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

                                        

 



                                                                                                                                                               
 

                                          DOKUMENTASI PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Wawacara Kepada Komisaris dan Kasubbag KPU  

   



                                                                                                                                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Wawancara Kepada Masyarakat yang Terlibat pada Pilkada 2024  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                               Kantor KPU Kabupaten Bengkulu Utara 

 

 

 

 



                                                                                                                                                               
 

    PEDOMAN DOKUMEN PKPU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/17G7ibqiHkpWqPNW3Lt9zpgc76cLK75M 
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